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BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat
(4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomeor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6231);



Menetapkan

Pemerintah Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455;

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021
Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur.

Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau
masyarakat desa sekitar lainnya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas pelaksana
pengelolaan keuangan Desa.

Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat
Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang
menjalankan pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut
Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB
adalah perkiraan biaya yang akan digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan.

Kerangka Acuan Kerja vang selanjutnya disingkat KAK adalah
dokumen perencanaan kegiatan yang memuat gambaran
umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan
dilaksanakan.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai
dengan syarat yang ditentukan dalam, dikalkulasikan secara
keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan
Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa,
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.



20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi  kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul,
kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

21. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA
adalah Kaur dan/atau Kasi yang bertindak sebagai pelaksana
kegiatan anggaran dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis Pengelolaan
Keuangan Desa.

22. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
merupakan tim yang membantu pelaksanaan Pengadaan
vang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan oleh
Kasi/Kaur secara mandiri.

23. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah badan wusaha atau orang perorangan yang
menyediakan barang/jasa.

24. Pembelian Langsung adalah metode Pengadaan yang
dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung
kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran
tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

25. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan
membeli/membayar langsung dengan Permintaan Penawaran
tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan
oleh TPK.

26. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang
memenuhi syarat.

27. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan
dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan pedoman dan pengaturan bagi Pemerintah Desa
dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa yang dibiayai
dengan dana APB Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar
Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan
sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.



Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.

efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai
hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya;

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
masyarakat dan Penyedia yang berminat;

terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua
Penyedia yang memenuhi persyaratan/Kkriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat
untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di
desa;

bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia
yang setara dan memenuhi persyaratan;

adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu; dan

akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan
yvang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.,

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus
mematuhi etika sebagai berikut:

a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan
tujuan Pengadaan;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah penyimpangan Pengadaan;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak
yvang terkait;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha
tidak sehat dalam Pengadaan;

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran
keuangan Desa;



(1)

@

(1)

(2)

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/atau kolusi; dan

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,
rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui
atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa vang
kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDesa.
Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat
melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemaanfaatan
sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan
melibatkan  partisipasi masyarakat dengan tujuan
memperluas  kesempatan kerja dan  pemberdayaan
masyarakat setempat.

Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola
maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik
sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dilakukan untuk:

a.
b.

mendukung Swakelola; atau
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB III
PARA PIHAK

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

Pao T

Kepala Desa;
Kasi/Kaur;

TPK;
Masyarakat; dan
Penyedia.



Pasal 10

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

a.
b.

(1)
2)

(3)

(@)

(1)

()

@)

(4)

(5)

menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;

mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam
RKPDesa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun
anggaran berjalan; dan

menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK,
dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 11

Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai

bidang tugasnya.

Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:

a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;

b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada
TPK;

c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai

yang ditetapkan Musrenbangdes;

menandatangani bukti transaksi Pengadaan;

mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;

menerima hasil Pengadaan;

melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang

tugasnya kepada Kepala Desa; dan

menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai

bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara

penyerahan.

Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau

menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila

anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak

mencukupi.

Kaur Keuangan dilarang menjabat sebagai pengelola

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5 ommoea

Pasal 12

TPK terdiri dari unsur:

a. Perangkat Desa;

b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan

c. masyarakat.

TPK ditetapkan dengan jumlah personel minimal 3 (tiga)
orang.

Berdasarkan pertimbangkan kompleksitas Pengadaan,
personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
Organisasi TPK terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:

a. melaksanakan Swakelola;

b. menyusun dokumen Lelang;

c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk
Pengadaan melalui Penyedia;



d. memilih dan menetapkan Penyedia,

memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada

Kasi/Kaur; dan
g. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan
secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis
pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami
teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honorarium sebesar maksimal 2,5% (dua
koma lima persen) dari belanja modal material.

(8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan
sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

e

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut, namun

tidak terbatas pada:

a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan

b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan
Pengadaan.

Pasal 14

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu,
tukang kayu, dan sejenisnya;

b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;

c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang
dibutuhkan; dan

d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan
tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN
Pasal 15

(1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan

RKPDesa.
(2) Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. jenis kegiatan;
b. lokasi;
c. volume;
d. Dbiaya;
e. sasaran;
f.  waktu pelaksanaan kegiatan;
g. pelaksana kegiatan anggaran;
h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang

akan dilakukan.



@)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

2)

Format dokumen perencanaan Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari Peraturan
Bupati ini.

Hasil perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil
Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.

Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran Desa dan rencana kerja
kegiatan Desa.

Pasal 16

Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKPDesa
wajib diumumkan cleh Kepala Desa melalui media informasi
yvang mudah diakses oleh Masyarakat.

Hasil perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal diumumkan pada papan pengumuman Desa.
Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit
memuat:

nama kegiatan;

nilai Pengadaan;

jenis Pengadaan;

keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);

nama TPK;

lokasi; dan

g. waktu pelaksanaan.

Format pengumuman perencanaan pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

mo oo

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan secara Swakelola

Pasal 17

Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara
Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
peralatan;

c. RAB Pengadaan;

. gambar rencana kerja, (apabila diperlukan); dan
e. spesifikasi teknis, (apabila diperlukan).
RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
adalah RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang
pelaksanaan Swakelola.



@)

(4)
(5)

(6)

)

(8)

9

(10)

(11)

(1)

(2)

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan
Pengadaan melalui Swakelola berupa:

gambar rencana kerja;

jadwal pelaksanaan kegiatan;

spesifikasi teknis;

RAB Pengadaan dan analisa harga satuan; dan

rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
peralatan.

Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan vang
dihitung dengan menggunakan harga pasar.

Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.

Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa lain,
apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa
setempat.

Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB
pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek
belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan rincian objek belanja pada DPA.
Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB
pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja,
pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur
melaporkan kepada Kepala Desa.

Format dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kasi/Kaur menyerahkan dokumen persiapan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada
TPK untuk dilakukan Pengadaan secara Swakelola.

Format surat penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

opo o

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 18

Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui

Penyedia berdasarkan DPA yang terdiri dari:

a. waktu pelaksanaan pekerjaan;

b. gambar rencana kerja;

c. KAK/spesifikasi teknis/daftar kuantitas dan harga
(apabila diperlukan};

d. HPS; dan

e. rancangan surat perjanjian.

HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan

oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya Pengadaan

melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.



@)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(12)

(13)

Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh
dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di
Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya, menjelang
dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar
lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di
Desa setempat.
Harga pasar ditetapkan dengan metode survei harga dan
dituangkan dalam berita acara survei harga.
Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan
kondisi sebagai berikut:
a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga
pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut.
b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka
harga pasar adalah:
1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
2) harga yang paling rendah jika tidak ada harga
sebagaimana dimaksud pada angka 1).
Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung
dengan cara:
a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3);
b. memperhitungkan pajak pertambahan nilai; dan
c. memperhitungkan biaya angkut, jika barang yang
diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang
memerlukan biaya angkut.
Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA,
sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja,
pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan rincian objek belanja pada DPA,
Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA
yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan
tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada
Kepala Desa.
Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e digunakan apabila:
a. bukti transaksi Pengadaan tidak cukup; atau
b. tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan
kuitansi.
Format dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Kasi/Kaur menyerahkan dokumen persiapan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk
dilakukan Pengadaan.
Format surat penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 19

Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan

Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2).

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh:

a. TPK; atau

b. TPK dengan melibatkan masyarakat.

Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara

lain sebagai berikut:

a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang
menghasilkan catatan hasil pembahasan;

b. apabila diperlukan, TPK menunjuk narasumber/tenaga
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1) narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa

setempat, PD, dan/atau tenaga profesional; dan/atau
2) tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat
Desa setempat.

c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
beserta dokumentasi kegiatan; dan

d. dalam pelaksanaan Swakelola, TPK memanfaatkan
sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang
tercatat/dikuasai Desa.

Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan prasarana/

peralatan /material /bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa,

maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui

Penyedia.

Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan

kegiatan Swakelola meliputi:

a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau

b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan.

Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan

evaluasi Swakelola.

Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK

melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan

pekerjaan.

Hasil Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat,

sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.

Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan

pengumuman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

pengumuman hasil Pengadaan dilakukan di lokasi pekerjaan.

(10} Pengumuman hasil Pengadaan secara Swakelola meliputi:

a. nama kegiatan;
b. nilai pengadaan;
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keluaran yang terdiri dari volume dan satuan;

nama TPK;

lokasi; dan

waktu pelaksanaan.

Format pengumuman hasil Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (10] tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Bagian Kedua
Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 20

Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:

a. Pembelian Langsung;

b. Permintaan Penawaran; dan

c. Lelang.

Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:

a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang
disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada
Pasal 18 ayat (1).

b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka
mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi
kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.

c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan
mempertimbangkan prinsip Pengadaan.

Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, TPK menyusun

dokumen Lelang.

Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memuat;

ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK;

daftar kuantitas dan harga;

spesifikasi teknis;

gambar rencana Kerja, apabila diperlukan;

waktu pelaksanaan pekerjaan;

surat pernyataan kebenaran usaha;

rancangan surat perjanjian; dan

nilai total HPS.

Format daftar kuantitas dan harga serta surat pernyataan

kebenaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

b dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Khusus untuk Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan

administrasinya ditambahkan izin usaha dan nomor pokok

wajib pajalk.

Fmho oo op
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Paragraf 1
Pembelian Langsung

Pasal 21

Pembelian Langsung dilaksanakan untuk paket Pengadaan

sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai

berikut:

a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu
Penyedia;

b. TPK melakukan negosiasi harga dengan penyedia untuk
memperoleh harga yang lebih murah; dan

c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas
nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung

dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.

Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran,

Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada

Penyedia lain di Desa setempat atau Desa sekitar.

Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu

menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat

melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 2
Permintaan Penawaran

Pasal 22

Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk paket Pengadaan
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut:

a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2
(dua) Penyedia; atau

b. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu)
Penyedia, surat permintaan penawaran dapat dilakukan
kepada 1 (satu) penyedia tersebut.

c. surat pemintaan penawaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:

1) KAK;

2) rincian barang/jasa;

3) volume;

4) spesifikasi teknis;

5) gambar rencana kerja, apabila diperlukan;
6) waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

d. Penyedia menyampaikan surat penawaran dilengkapi
dengan daftar kuantitas dan harga serta surat
pernyataan kebenaran usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b;

e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
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Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e
dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi;

Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi
persyaratan teknis dan harga;

dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka
TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran
terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan
pekerjaan;

dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar
dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi
harga dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga
yang lebih murah;

dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK
melakukan negosiasi harga dengan Penyedia untuk
memperoleh harga yang lebih murah;

Hasil negosiasi harga sebagaimana dimaksud pada huruf
g dan huruf h, dituangkan dalam berita acara hasil
negosiasi;

transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau
surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana
kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan

. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu)

Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan
kepada 1 Penyedia tersebut.

Format surat permintaan penawaran, berita acara hasil
evaluasi, berita acara hasil negosiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢, huruf f dan huruf k tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Lelang

Pasal 23

Lelang dilaksanakan wuntuk paket Pengadaan di atas
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

o0 op

pengumuman Lelang;

pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang;
pemasukan dokumen penawaran;

evaluasi penawaran;

negosiasi harga; dan

penetapan pemenang.

Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a.

b.

TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia
menyampaikan penawaran tertulis;

Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di
papan pengumuman Desa;
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c. Kasi/Kaur dapat mengirimkan undangan tertulis kepada
Penyedia untuk mengikuti Lelang bersamaan dengan
pengumuman Pengadaan; dan

d. Pengumuman Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
huruf b paling kurang memuat:

1) nama paket pekerjaan;

2) nama TPK;

3) lokasi pekerjaan;

4) ruang lingkup pekerjaan;

5) nilai total HPS;

6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
7) jadwal proses Lelang.

Format undangan tertulis dan pengumuman Pengadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf d

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

dengan cara:

a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang;
dan

b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang
mendaftar.

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan Penyedia dengan

menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen
administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.

Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi

dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dituangkan dalam bentuk berita acara hasil evaluasi

penawaran.

Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

a. Apabila terdapat hanya 1 {satu) Penyedia yang lulus, TPK
melakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Negosiasi; atau

b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia vang lulus
dengan harga penawaran yang sama, TPK melakukan
negosiasi harga dengan setiap Penyedia untuk
memperoleh harga vang lebih murah yvang dituangkan
dalam berita acara hasil negosiasi.

Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki

harga penawaran terendah.

Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara

Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan

Penyedia.



(12) Format pengumuman lelang, undangan lelang, pendaftaran

(1)

@

(3)

(1)

)
@)

(4)

(1)

dan pengambilan dokumen Lelang, surat penawaran, berita
acara hasil evaluasi penawaran, berita acara hasil negosiasi
dan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), ayat (6), ayat (8), ayat (9) huruf b dan ayat (10) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pengendalian

Pasal 24

Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan perkerjaan
yang tercantum dalam bukti transaksi.

Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan
dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan
Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi
pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang
ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada
Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga
Bukti Transaksi

Pasal 25

Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:

a. bukti pembelian; dan

b. surat perjanjian.

Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dapat berupa struk, nota dan kuitansi.

Bulkti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian
Langsung atau Permintaan Penawaran.

Format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perubahan Surat Perjanjian

Pasal 26

Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:

a. terjadi keadaan kahar; atau

b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis /KAK.
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Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan perubahan surat
perjanjian.

Perubahan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat perubahan:

a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;

b. volume; dan/atau

c. jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan
perubahan anggaran, perubahan surat perjanjian dilakukan
Kasi/Kaur setelah penyesuaian dokumen anggaran.
Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Format perubahan surat perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Perubahan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala
Desa.

Bagian Kelima
Pengumuman

Pasal 27

TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui
Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman
Desa.
Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui
Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang
meliputi:
. nama kegiatan;
. nama penyedia;

nilai pengadaan;
. keluaran yang terdiri dari volume dan satuan;
. lokasi; dan
waktu penyelesaian pekerjaan.

"o o0 o

BAB VII
PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 28

Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada
Penyedia setelah pekerjaan selesai sesuai dengan surat
perjanjian.

Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia setelah TPK
melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan.
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Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang/jasa dan
berita acara serah terima barang/jasa.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR

Pasal 29

Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi
di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana sosial; dan/atau

c. kebakaran.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia memberitahukan
kepada Kasi/Kaur pelaksana kegiatan secara tertulis paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya
keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan
kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perbuatan atau kelalaian Penyedia yang menyebabkan
kerugian dalam Pengadaan tidak termasuk kategori keadaan
kahar.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan
terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat
melakukan kesepakatan kembali yang dituangkan dalam
perubahan surat perjanjian.

BAB IX
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 30

Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan surat

perjanjian apabila:

a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 14
(empat belas) hari kalender; dan

b. penyedia Barang/Jasa lalaifcidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
oleh Kasi/Kaur.

Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi,
Kolusi, Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang.
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BAB X
SANKSI

Pasal 31

Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti
melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai
berikut:

a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain
vang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik
secara langsung maupun tidak langsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentangan dengan Kketentuan
prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen
perjanjian  kerja dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia
Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di
luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
sehingga mengurangi/ menghambat, memperkecil
dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian kerja
dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat
perjanjian kerja.

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan

sanksi berupa:

a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;

b. gugatan secara perdata; dan/atau

c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan

huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang

disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi

pembatalan sebagai calon pemenang.

Dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam

proses Pengadaan, Kasi/Kaur/TPK dikenakan:

a. sanksi administrasi;

b. tuntutan ganti rugi; dan/atau

c. sanksi pidana.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila

terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan
dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai

Kasi/Kaur/TPK.

Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada

Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b

dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.



(1)

(2)

3)

(1)

()
()

(4)

5)
(6)

(7)

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam
Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian
perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin
oleh Kepala Desa.

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan
dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak
pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 33

TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:

a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan

b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus
persen).

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

dokumen pendukungnya.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan

melalui:

a. swakelola dari TPK dengan menandatangani berita acara
serah terima; atau

b. melalui Penyedia dengan menandatangani berita acara
serah terima.

Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan

sesuai bidang tugas kepada Kepala Desa dengan berita acara

penyerahan.

Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait

Pengadaan yang telah dilaksanakan,

Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh

pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan

pengawasan.

Format berita acara serah terima dan berita acara penyerahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b

serta ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 34

(1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh PD yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat Desa melibatkan unit kerja pengadaan
barang/jasa di Daerah.

(3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemerintahan dan pemberdayvaan masyarakat desa dapat
berkonsultasi kepada LKPP bila diperlukan.

Pasal 35

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh
Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui
APIP.

Pasal 36
Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat Februari

2023

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak
termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 57)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Agustus 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesugl dengan aslinya
KEPALA IAN HUKUM,

A H, S.H.
NIP.1971 00604 1 005



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG /JABA D] DESA

FORMAT DOKUMEN PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA

A. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
1.Dokumen Berita Acara Hasil Musrenbangdes

BERITA ACARA
KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES)

Berkaitan dengan  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa, di
Desasiiies

Kecamatan......... Kabupaten....... Provinsi , maka pada hari ini:
Hati dan TAREEALY oo sims i oy s 5ss e s SRS R s

Jam

Tempat
telah diadakan kegiatan Musrenbangdes yang telah dihadiri oleh wakil-wakil
kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir).
Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan adalah:

A. Materi Pembahasan

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ........ccooevnnnnn. AAri o
Notulen R A e e BB i s A e
Narasumber e ¥ ossassann BB L L R R



Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya
seluruh peserta Musrenbangdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbangdes yaitu:

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan
suara/voting.

Demikian Berita Acara Musrenbangdes ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawabagar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

... (tempat), ...(tgl) ... (bulan) (tahun)

Ketua BPD, Kepala Desa,
(tanda tangan dan nama (tanda tangan dan nama
ielas) jelas)

Wakil Masyarakat,

(tanda tangan dan nama jelas)



2.Dokumen Perencanaan Pengadaan

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA (RKP-DESA) TAHUN: 20_

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN
PROVINSI
Pola
Biaya dan | Pelaksanaan
. Data Volume ; Waktu Sumber (Swakelola/
No Bidang g?;;n éé:tan Menduk|Eksisti- T‘.‘agi Lok | dan 1:1‘;2;1;;;? pelaksa | Pembiayaan | KerjaSama
& ung ng afla asi |Satuan naan | Jlh |Sumber| AntarDesa/
SDGs | Tahun (Rp) KerjaSama
ke Berja- T;l';un Pihak
lan - Ketiga)
a b ¢l d e f 4 h i i k 1 m n o P
IPemerintahan
1 1
Desa
2
3
2 Pembangunan 1
Desa
2
3
3 Pembinaan 1
IKemasyara-
|katan




R

IPemberdaya-

Lafrd

: Desa, ... (Tanggal)/.. (Bulan)/ .... (Tahun)
Mengetahui : Disusun oleh :
Kepala Desa, Tim Penyusun RKP Desa,

*) Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi,
organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari
anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerahkabupaten /kota, dan/atau Desa. (PP
43/2014 Penjelasan Pasal 128 Ayat (2))

jika pola pelaksanaan kosong, rencana pelaksana kegiatan diisi penyedia




3. Dokumen Pengumuman Perencanaan

Pengumuman Perencanaan Pengadaan
Kabupaten .......
Tahun Anggaran .

Desa

No Nama Nilai Cara ge]uz.ran,.’ Nama Lokasi Waktu
4 ; Pengadaan | Pengadaan utput Kegiatan | Pelaksanaan
Kegiatan s Volume | Satuan | TPK &
1
2
dst

-.. (tempat), ...{tgl) ... (bulan) ... (tahun)

Kepala Desa,

[tanda tangan dan nama jelas)




B. FORMAT DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN SECARA SWAKELOLA
1. Dokumen Persiapan Pengadaan Secara Swakelola untuk Non Konstruksi
a. Format Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

b. Format Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan Bahan dan
Peralatan

c. Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis
d. Format RAB Pengadaan



a. Format Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ...........ccocoviiiiiiiniiiiniiicniiiaiennn.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

: Jadwal Pekerjaan (Minggu]
No | Kegiatan Total Bobot 1 2 (37456789 10] 11712 Ket.

Bobot

Kepala Seksi/Kepala
UrusanDesa.......ccceuuven.

(Nama Jelas)



b. Format Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan Bahan dan
Peralatan Pelaksanaan Kegiatan .......c.ccoiiiii i,

Harga |Jumlah
No Uraian Kode Satuan | (Koefisien) | Satuan | Harga

(Rp) (Rp)

Tenaga Kerja

Jumlah Harga
TenagaKerja

Bahan

Jumlah Harga Bahan

Peralatan

Jumlah Harga
Peralatan

Total

Kepala Seksi/Kepala Urusan

(Nama Jelas)



c. Kerangka Acuan Kerja
(KAK) Kerangka Acuan
Kerja memuat :

1. Latar Belakang

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah

3. Cara Melaksanakan

4. Pelaksana dan Penanggung jawab

Pelaksana kegiatan ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan
susunankeanggotaan ketua ...................., sekretaris ................... Dan
anggota ...ooveveriirenne

Adapun Penanggungjawab adalah ..................... selaku Kepala Seksi/Kaur

6. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.........c..co.cooe. adalah
SEDESHE RO,  cosremeessrsmsmenn | rpnsmmmssmer sy s e i
sebagaimanadiuraikan pada RAB kegiatan ini.

Kepala Seksi/Kaur ...............
IIBSE yssvasisnisussasai s

(Nama Jelas)



d. Format Spesifikasi Teksis
Kepala Seksi/Kepala Urusan mendiskripsikan spesifikasi teknis dari
kebutuhan yang diperlukan tanpa menyebutkan merk. Penyebutan merk
dimungkinkan terhadap :

-  Komponen barang/jasa
- Suku cadang
- Bagian dari satu system yang sudah ada.

Spesifikasi Teknis Kegiatan

No Uraian Kegiatan Spesifikasi
teknis

Kepala Seksi/Kaur .........coovenee
DV ESE R YR

(Nama Jelas)



e. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan

Kegiata
n

Harga
Satuan
Rp.

Jumla
h Harga

Tenaga Kerja

Jumlah harga tenaga
kerja

Bahan

Jumlah harga Bahan

Peralatan

Jumlah harga
peralatan

Total harga

Kepala Seksi/Kaur .......ccoeevvuneee

DESa iy

(Nama Jelas)



2. Dokumen Persiapan Pengadaan Secara Swakelola untuk Pekerjaan Konstruksi
a. Format Gambar Rencana Kerja

Format Jadwal Pelaksana Kegiatan

Format Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Format Spesifikasi Teknis

Format RAB dan Analisa Harga Satuan

®apo



a. Format Gambar Rencana Kerja

Skala 1 coansnnans

Kepala Seksi/Kaur .........cocoviie
DIEBE oo SR R

(Nama Jelas)



b. Format Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ... e
Jadwal Pelkerjaan
No Jenis Kegiatan | Total Bobat (Min ke
Bizya 123|456 |7]|8 0] 11| 12
Bobot
Komulatif bobot

Kepala Seksi/Kaur...
Desa




c. Format Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan Bahan dan

Peralatan Pelaksanaan Kegiatan

Jumlahl

jumlah latan

Pembu

satuan

Tenaga
Kerja

Bahan

Peralatan

I

Tenaga
Kerja

Bahan

Peralatan

111

DSt oo

Kepala Seksi/Kaur

BT e oo cony e ML T Ty

(Nama Jelas)




d. Format Spesifikasi Teknis

Kepala Seksi/Kepala Urusan mendiskripsikan spesifikasi teknis

dari

kebutuhan yangdiperlukan tanpa menyebutkan merk. Penyebutan merk
dimungkinkan terhadap :

Komponen barang/jasa
Suku cadang
Bagian dari satu system yang sudah ada.

Spesifikasi Teknis Kegiatan

No

Uraian Kegiatan

Spesifikasi
teknis

B

Kepala Seksi/Kaur ..............oce.

(Nama Jelas)




e. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan

No | Uraian Spesifikasi | Volume | Satuan Harga dumiaky
Kegiatan Satuan Harga
Rp. Rp.
Total Harga

Kepala Seksi/Kaur

Desa oo

(Nama Jelas)




Analisis Harga Satuan ¥)

No.

Uraian

Kode

Satuan

Koefisien

Harga Jumlah
satuan Harga
Rp. Rp.

Tenaga Kerja

Jumlah Harga
TenagaKerja

Bahan

Jumlah harga
bahan

Peralatan

Jumlah
harga
peralatan

Total

Kepala Seksi/Kaur .............oneee
[

*Catatan : dibuat untuk tiap bagian pekerjaan

(Nama Jelas)




A. FORMAT DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

[4) 5= LI BD =

. Format Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
. Format Gambar rencana Kerja (bila diperlukan)
. Format Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis (bila

diperlukan)/ DaftarKuantitas dan Harga (bila diperlukan)

. Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
. Surat Perjanjian



1. Format Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

KEPALA SEKSI/KEPALA RUSAN ......cccoovvviiinninnnnn,

Nama Tim Waktu Pelaksanaan Nilai
Pekerjaan/ Pelaksana kegiatan/Pekerjaan Pekerjaan/
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Jumlah waktu(hari/bulan)
(Tanggal/bulan)......... sampai
dengan (tanggal /bulan)
By (- 1uk o |

Kepala Seksi/Kaur .....cccocovvennne
Dess iiaisavaiisi s aniigs

(Nama Jelas)



2. Format Gambar Rencana Kerja

Bkala 1-: coanaaaiaa

Kepala Seksi/Kaur ............co.cee.

Desa

(Nama Jelas)




3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis (bila diperlukan)
a. Kerangka Acuan Kerja
(KAK), atauKerangka Acuan
Kerja memuat :

1) Latar Belakang

2} Penerima Manfaat

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah

3) Cara Melaksanakan

4) Pelaksana dan Penanggung jawab
Pelaksana kegiatan ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan
susunan keanggotaan ketua....................,sekretaris...................Dan

angeota......ceceeveernnn. Adapun Penanggung jawab adalah
..................... selaku Kepala Seksi/Kaur ....................... Desa

5) Jadwal

8) Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ...............adalah
schesar Rpr wisanaismssss e R e gl e e o )
sebagaimanadiuraikan pada RAB kegiatan ini.

Kepala Seksi/Kaur ............. S
Besa aiiiainiinnaeiia

(Nama Jelas)



b. Format Spesifikasi Teknis
Kepala Seksi/Kepala Urusan mendiskripsikan spesifikasi teknis dari
kebutuhan yangdiperlukan tanpa menyebutkan merk. Penyebutan merk
dimungkinkan terhadap :

- Komponen barang/jasa
- Suku cadang
- Bagian dari satu system yang sudah ada.

Spesifikasi Teknis Kegiatan

No Uraian Kegiatan Spesifikasi
teknis
1.
3 e R L e s

Kepala Seksi/Kaur ..............
DYCREL vaansonvinineas sinsinaing ihakdansa

(Nama Jelas)



4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

KEPALA SEKSI / KEPALA URUSBAN ...cvvvviiiiiiiiienin e

DESA

R B B s Sl

No

Uraian

Kegiatan/ Spesifikasi
Nama

Barang/
Jasa *

Volume

Satuan

Harga
Satuan
Rp.

Jumlah
Harga

Total Harga (Rp.)

*pilih salah satu

Kepala Seksi/Kaur

Desa

(Nama Jelas)




5. Surat Perjanjian
Rancangan Surat Perjanjian memuat sekurang-kurangnya :

Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
Para Pihak;

Ruang lingkup pekerjaan;

Nilai Pekerjaan;

Hak dan kewajiban para pihak;

Tata cara pembayaran;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
Ketentuan keadaan kahar; dan

Sanksi.

T Te g a0 op



B. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN LAINNYA

1
2.

10.
11

12,

Format Pakta Integritas Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Format Surat Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan Secara
Swakelola dariKasi/Kaur kepada TPK;

Format Penyampaian Surat Dokumen Persiapan Pengadaan Melalui
Penyedia dariKasi/Kaur kepada TPK;

Format Pengumuman Hasil Kegiatan Pengadaan Secara Swakelola;
Format Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;

Format Pengadaan Melalui Penyedia Dilakukan Dengan Cara Permintaan
Penawaran:

a. Format Surat Permintaan Penawaran;

b. Format Surat Penawaran;

c¢. Format Berita Acara Hasil Evaluasi; dan
d. Format Berita Acara Hasil Negosiasi;

Format Pengadaan Melalui Penyedia Dilakukan Dengan Cara Lelang :
Format Pengumuman Lelang;

Format Undangan Lelang;

Format Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang;

Format Surat Penawaran;

Format Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;

Format Berita Acara Hasil Negosiasi; dan

Format Penetapan Pemenang.

@ ~"pao oy

Surat Perjanjian.
Perubahan /Adendum Surat Perjanjian.
Format Pengumuman Hasil Pengadaan Melalui Penyedia.

Format Berita Acara Serah Terima :

a. Format Berita Acara Serah Terima Melalui Swakelola dari TPK kepada
PKA;

b. Format Berita Acara Serah Terima Melalui Penyedia
1) Format Laporan Pemeriksaan Hasil Pengadaan oleh TPK; dan
2) Format Berita Acara Serah Terima dari Penyedia Kepada PKA.

Berita Acara Penyerahan dari PKA kepada Kepala Desa.



1. Format Pakta Integritas Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama S S R

Nomor TdERTITAS  §uviusimmmriimessipisonss { dnsl dengan no. KTP)

Alamat PPN (s ) £=1 (-YcL- 1B =1 M 4 N

Bertindak untuk

dan atas nama : Ketua/Sekretaris/Anggota TPK (pilih sesuai SK jabatan)

dalam rangka pengadaan paket-paket kegiatan yang tertuang dalam DPA dan DPPA

pada Desa

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Kecamatan ..................., dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

2. akan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS
ini,bersedia menerima sanksi administratif, dikeluarkan dari keanggotaan
TPK, digugat secara perdata dan /atau dilaporkan secara pidana.

.. (tempat), ...(tgl) ... (bulan) ... (tahun)
Ketua,:‘ Sekretans /Anggota TPK .... (pilih sesuai
SK jabatan)

(Tanda

Tan
(nama

lengkap)



2. Format Surat Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan Secara
Swakeloladari Kasi/Kaur kepada TPK

Nomor

Lampiran :
Perihal

snesssenns (EBIAPARY, 1ooesesens (tgl) ......... (bulan) (tahun)

: Pelaksanaan Pengadaan Kepada Yth;

Secara Swakelola. Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK) Desa
Tahun ........
di-

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa ................., nomor
Tanggal .............. tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa ................. Tahun Anggaran
............. , dengan ini kami sampaikan dokumen persiapan
pengadaan secara swakelola untuk
kegiatan........ciociviiiiiiiiinicsisiaaie e, yang terdiri dari :

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan;

2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
peralatan;

3. Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

4, KAK/Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan dan Analisa
Harga Satuan(khusus untuk pekerjaan konstruksi )

Untuk itu, kami minta agar TPK dapat mempersiapkan
pelaksanaan proses pengadaan melalui swakelola kegiatan
dimaksud dengan mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur
nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di
Desa.

Kasi/Kaur
Desa

Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran



3. Format Surat Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia
dariKasi/Kaur kepada TPK

Nomor
Lampiran
Hal

(tempat), ...(tgl) ... (bulan...(tahun)

. Pelaksanaan Pengadaan Kepada Yth;

Melalui Penyedia. Tim Pelaksana Kegiatan
(TPE) Desa
Tabhwur o
di-

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa ................. ;

TIOIIOT e usvusaviorens Tanggal .............. tentang Pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa .................
Tahun Anggaran ............., dengan kami sampaikan

dokumen  persiapan pengadaan melalui penyedia
untuk  kegiatan .........coocieiiiiiiinnns SR 112 L g1
terdiri dari :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila
diperlukan);

4, Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
5. Rancangan surat perjanjian

Untuk itu, kami minta agar TPK dapat mempersiapkan
pelaksanaan proses pengadaan melalui penyedia dengan
mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahun
2022 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di
Desa.

Kasif/Raur ..oswmssass
DEBA .oovpirmmssmysrmmervnrennss
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran,



4. Format Pengumuman Hasil Kegiatan Pengadaan Secara Swakelola

(Kop Surat TPK )

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENGADAAN SECARA SWAKELOLA

MOmOT ; wovrsnsrerssanans Sp— T
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa......... , dengan ini menyampaikan hasil
pelaksanaan kegiatan pengadaan secara Swakelola Tahun Anggaran............ , sebagai

berikut :
1. Nama Kegiatan
2. Nilai Pengadaan sebesar 10 75 o AT

3. Keluaran/Output B R R AR A R R S e
(terdiri dari volume dan SatUAN) ... ea e

4. Lokasi

Waktu Pelaksanaan R
(tanggal mulai dan tanggal selesai).

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana
mestinya

iereneenee. (tempat), o (tgl) ......... (bulan) (tahun)
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK )

2.

Sekretaris

3

Anggota



5. Format Surat Pernyataan Kebenaran Usaha

(Kop Surat Penyedia)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Tempat Tanggal Lahir
Alamat Tempat Tinggal

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar adalah pemilik
perusahaan/toko pemasok

/penyedia barang/jasa* vang bergerak dibidang jasa/perdagangan®....... di Desa

Nama Perusahaan/Toko:
/Pemasok/Penyedia*
Alamat

No. Telp

NPWP

Selanjutnya saya bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa/pengadaan
bahan/material®........ccoccurivnns Sesuai dengan yang dipesankan oleh TPK.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa
tanggung jawabuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

......... (tempat), ...... (tgl) ...... (bulan) .......(tahun)
Mengetahui;

Kepala Desa ............... Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(Nama jelas, tandatangan, stempel (bilaada)



6. Format Pengadaan Melalui Penyedia Dilakukan Dengan Cara Permintaan
Penawaran

a. Format Surat Permintaan Penawaran

(Kop Surat TPK)

Nomor : smnsias [tempat), s (tgl) ...... (bulan) (tahun)

Lampiran

Kepada Yth;

Dir/Pemilik Perusahaan/Toko * ...................

Jalan ....... Kp./RT/RW ....... Nomor .......

Di Tempat

Perihal : Permintaan Penawaran Pekerjaan ......ccoccviiiiiiiiiiie.
Tim Pelaksana Kegiatan Desa ........... Tahun ......, dengan ini

mengundang Perusahaan/Pemasok/Toko* saudara untuk mengikuti proses
pengadaan barang/jasa dengan cara permintaan penawaran tertulis pekerjaan

1. Nama pekerjaan
Lingkup pekerjaan/ :
terlampir Spesifikasi Teknis*
Nilai total HPS SRP e (oo )
Sumber dana : ADD/DD Tahun Anggaran ................

2. Kami harapkan penawaran tertulis dari saudara dan surat pernyataan
kebenaran usaha(format terlampir) dapat disampaikan kepada kami Tim

Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa.......c..oevnns beralamat di ..................,paling
lambat pada hari ......... tanggal ...ooooeevenen.
Pkl g WIB

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ...... (......) hari kalender

4. Jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara
ermintaan penawaranselengkapnya sebagai berikut :

Pelaksanaan pengadaan

No Kegiatan Hari/ Pukul Tempat Ket.
Tanggal
1. | Pemasukan dan | ... e
Pembukaan Dokumen / s/d
Penawaran

2, | Bvaluasi Teknisdan | .....oumiimi] vess
Biaya / s/d




3. | Nepoisasi Harga | scsssmses]sws s

Demikian surat permintaan penawaran ini kami buat, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih

An. Tim Pelaksana Kegiatan

Iega i e SR

Tahun Anggaran ..................
Ketua ;




Daftar Kuantitas dan

Harga*Lingkup
Pekerjaan
B P AT AN v R R R e e S R s
Harga [Jumlah
Nama Barang/
No Jasa Spesifikasi teknis |volume [Satuan S?ég)an I-[Igll;?a
T ssannnmns | saassiaiaiivnaat | |semaams | aisia | aenens
i | srsmsrnsmnny | sesmiernannng | et | sesmen | savoanes e e
Tl T VIngl | W) SRV |PpsspasmRpI) Emm———
ds
t
Total
BRssvimiiidasniandsimingg
PPN ....% Rp
Jumlah Total Rp.
*Untuk Pekerjaan Konstruksi
Terbilang 1 (vouceeroririmmnnssnesiserersnssee e inaesssssssssssanssesesessnnesnsssassnnnssons )




b. Format Surat Penawaran,

(Kop Surat Penyedia)

SURAT PENAWARAN

(tempat), .......... (tgl) ......... (bulan).(tahun),

Nomor

Lampiran

Perihal : Peniawaran: PERCTJaal it svisieri i s s s s s el sivian s
Kepada Yth;

Tim Pelaksana Kegiatan Desa ............

Tahun Anggaran ........

di

Sehubungan dengan surat permintaan penawaran dari Tim Pelaksana
Kegiatan Desa ..iccivinmnmiivisivoes Tahun anggaran , dengan ini kami mengajukan
penawaran untuk pekerjaan SN « |

Desa.....iiviiniiy8ebesar Rp. s ( PerDIANE S nsnsanes agasanemm
R I R R AR R ), dan kami sanggup melaksanakan
pekerjaantersebut selama ................. ( ) hari kalender.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :
1. Daftar Kuantitas dan Harga
2. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan
sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapan terima kasih.

NamaPerusahaan /Toko/
Pemasole: o iniiiis

Cap dan Tandatangan
Nama Pemilik



Daftar Kuantitas dan
Harga *Lingkup

Pekerjaan
IEBAALEIN. ¢onsiam v S R e Y S T TS
Nama Harga | Jumlah
No Barang/Jasa Spesifikasi teknis volume [Satuan | Satuan | Harga
(Rp). | (Rp).
T, [svemmmmmonsnmees | mexomasmpeogs | s ovemonan | soreosousismranie
2 T e | |
35 [visnrmamidiation, | meakainintanamg [ rsmei [ weinimn | saiasainlmsmminns
ds
t
Total
T L T NN
PPN .....% Rp
Jumlah Total Rp.

*Untuk Pekerjaan Konstruksi

Terbilang : |

(tempat),.......(tgl)......(bulan)........(tahun)

Nama Perusahaan/Toko/Pemasok*

Cap dan Tandatangan Nama Pemilik



c. Format Berita Acara Hasil Evaluasi,

(Kop Surat TPK)

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN *

NOMOL & v asivnsnysrmnae
Pada hari ini ... tangpal o Blafy: wonmsenas tahun
, kami selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa .
yang dltctapka.n dengan Surat Keputusan Kepala Desa ...........ccoooeens Nomor
FEHPEAL vt i v e e A R A S ;

telah melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk :
Kegiatan
TR PERETTAEIE. ] v s sy s i oS BN R B R A S SN R
Lokasi N T T T S
Nilai HPS 2 Bpiismaasmaiags
Sumber dana : ADD/DD
Tahun anggaran b s

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Perusahaan/toko/pemasok* yang telah memasukan penawaran dalam
proses pengadaandengan cara permintaan penawaran sebanyak dan
memenuhi persyaratan untuk dievaluasi, yaitu :

Nama Perusahaan /Toko Alamat
TOD ssusmsasmrmmessnss

2. Unsur-unsur yang dinilai didalam evaluasi penawaran adalah sebagai berikut :

No Uraian Ada/Tidak Hasil evaluasi
ada
1 Evaluasi Administrasi
Surat pernyataan kebenaran usahal .................. | (memenuhi syarat/
tidak memenuhi)*
2 Evaluasi Teknis
- Spesifikasi teknis | Sesuai/Tidak
- Waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai*
3 Evaluasi Hﬂrga {Kewa_]ﬂran

arga)*
Daftar Kuantitas dan harga | ..o Lulus/tidak lulus,
...% dari HPS




Dari hasil evaluasi Penawaran, Penyedia................ (perusahaan/ pemasok /toko*)
dinyatakan lulus memenuhi persyaratan teknis dan harga, selanjutnya TPK akan
mengadakan negosiasiterhadap penyedia yang lulus tersebut sebelum ditetapkan
menjadi pelaksana pekerjaan.

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran ini dibuat untuk diketahui dan
dipergunakansebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa.........
Tahun Anggaran ......

Ketua

Sekretaris

Anggota

* Ket : untuk Pekerjaan Konstruksi



d. Format Berita Acara Hasil Negosiasi

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

IA[e) 4 4T )

Pada hari ini ... tanggal ...l Bulan ... tahun
................... , kami selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa .........cooocviiiiian.
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa .....cocevvivninnns Nomor

5o REEEEET oo oomemmaimm oo s o o B BB e A AN SR SRR S s

tclah meiaksanakan negosiasi harga untuk :

Kegiatan R R S R R 3 B R B T
Lingkup pekerjaan

Lokasi :

Penawaran harga dari : Perusahaan ,-" Toko ;‘ Pemasok *

Alamat
Harga Penawaran
Terbilang

Setelah dilakukan negosiasi, harga penawaran sepakat menjadi sebesar
R wasiisaniiins Terbilang © sucvensnisusndinsmseirver i S riis
Rincian hasil negosiasi terlampir.

Selanjutnya untuk proses transaksi akan dituangkan dalam bentuk bukti
pembelian antara

Kasi/Kaur® ... Sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan
pemimpin/pemilik *perusahaan/toko/pemasok®.



Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat
dipergunakan sebagaimanamestinya.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Desa .o
Tahun Anggaran ...........

untuk diketahui dan

Perusahaan/Toko/Pemasok*

Nama jelas, tandatangan,
stempel (bila ada)



HASIL NEGOSIASI HARGA PENAWARAN

- 5 Total Harga | Total Harga
ama Penawaran Negosiasi
Hérane) Jusk Volume [Satuan (Rp). Ro). Ket.

Total harga kesepakatan BDi v swsisiinains it ivas
Terbilamg'™ @ & 0000 [ishssdsiiniadiiiiesiiieni sl s seiiasie

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Perusahaan/Toko /Pemasok*

Desa .....icocee

Tahun Anggaran ...........

L s SR
Ketua
Sekretaris

R s e R
Anggota e e



8. Format Pengadaan Melalui Penyedia Dilakukan Dengan Cara Lelang,
a. Format Pengumuman Lelang;

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa ..............

dengan mengumumkan

(Kop Surat TPK)

PENGUMUMAN LELANG
NOMDL & it S

ini

dan

Tahun Anggaran
mengundang

Penyedia

(Perusahaan/Pemasok/Toko) untuk mengikuti pengadaan yang dilakukan
dengan cara Lelang, sebagai berikut :

1.
2.

N oosw

Nama pekerjaan
Nama TPK

- Ketua

- Sekretaris

- Anggota

lokasi pekerjaan
Lingkup pekerjaan
Nilai total HPS
Waktu pelaksanaan

Jadwal Proses Lelang

: (contoh : Pengadaan bahan/material bangunan, dsb)

) hari kalender pekerjaan

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Hari

Tanggal

Pukul

Pengumuman Lelang

Pendaftaran dan
pengambilan Dokumen
Lelang

Pemasukan Dokumen
Penawaran

Evaluasi penawaran

Negosiasi

Penetapan pemenang

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

An. Tim Pelaksana
Kegiatan Desa
Tahun Anggaran

Ketua ;




b. Format Undangan Lelang
(Kop Surat TPK)

Nomor : P IPPP 1. 1 v L 11 5 ISP (tgl) ...... (bulan) (tahun)
Lampiran

Perihal : Undangan Lelang

Kepada Yth;

Dir. /Pemilik* Perusahaan/Pemasok/Toko* ............ceeevin

Jalan ....... Kp./RT/RW ....... Nomor .......

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa ............, dengan ini mengundang
Perusahaan /Pemasok/Toko* saudara untuk mengikuti pengadaan barang/jasa
dengan caraLelang, tertulis pekerjaan sebagai berikut:

1. Nama pekerjaan

Lokasi -
Nilai total HPS ) U3 « ORI SOOI
Sumber dana : ADD/DD Tahun Anggaran ................

2. Pemasukan penawaran akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pengadaan
dan dokumen Lelang yang meliputi kelengkapan persyaratan administrasi,
teknis dan harga , sebagai berikut :

. Waktu Pelaksanaan
Kegintan Hari | Tanggal Pukul Tempat

Pengumuman Lelang | .............

Pendaftaran dan
pengambilan Dokumen
Lelang

Pemasukan Dokumen e | eeaiion | e s/d i
Penawaran

Evaluasi penawaran

Negosiasi

Penetapan pemenang




3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ...... (......) hari kalender

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan

terima kasih

An. Tim Pelaksana
Kegiatan...ouanimni.
15, - .

Tahun Anggaran

Ketua ;




c. Format Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang;

PENDAFTARAN
DAN PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG

Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
Sumber Dana : ........ccoevunnne.
Nilai HPS £ B sscsmssosnessmmrumsssmsarangs
Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang langsung kepada Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK)Desa ................. , pada setiap hari kerja dari pukul ...... WIB
sampai dengan pukul ...... WIBbertempat di Kantor Desa .......coooovnnn
WAKTU
NAMA PENDAFTARAN TANDA
PENYEDIA / ALAMAT DAN TANGAN
NAMA PENGAMBILAN
PIMPINAN/ DOKUMEN
PEMILIK
Lo cospmmesmanmmeny | mommsesissasiiny | HERES | e
Tanggal:
Pukul :
2, ........................ sassnssssesssssassisassansasan Ha_‘['l‘
Tanggal :
Pukul :
C o1 oy ———
,,,,,,,,,,,,,,,, (tempat), .......(tg]) ...... (bulan) (tahun)

An. Tim Pelaksana

Kegiatan Desa

Tahun Anggaran ..............eee.
Ketua ;




d. Format Surat Penawaran;

(Kop Surat Penyedia)

SURAT PENAWARAN

{tempat), ..........(tgl) ......... (bulan).(tahun),

Nomor :
Lampiran
Perihal : Penawararn PeRerjanm (o i sl sos il sdooisivsn s

Kepada Yth;

Tim Pelaksana Kegiatan Desa ............
Tahun Anggaran ........

di

Sehubungan denganundangan lelang dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Diesa ssiininiiviheiingieg Tahun anggaran s dcngan ini kami mengajukan
penawaran untuk pekerjaan ......... s QL. 1DESE.
Kecamatan sebesar Rp. .........ccooeiunnnns { tcrbllang ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang
tercantum dalam dokumen Lelang dan kami sanggup melaksanakan pekerjaan
tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ............  — ) hari
kalender.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

Daftar Kuantitas dan Harga;

Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Spesifikasi Teknis;

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

Surat izin Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kegiatan
pengadaan barang,*atau

6. Surat ljin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Akte Pendirian Perusahaan dan/atau
Perubahannya, khusus untukpengadaan konstruksi*.

ol S



Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan
sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam
dokumen Lelang.

NamaPerusahaan/Pemasok/ /Toko*

Cap dan Tandatangan Nama Pemilik



¢. Format Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;

(Kop Surat TPK)

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN

NOTOE ¥ s T
Pada hari ini ......... tanggal ... Bulan ............. tahun

FrTmee , kami selaku Tim Pelaksana Kegiatan Desa  yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Desa............... Nomor........ Tanggal....., telah
melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk :
Kegiatan T N R A A L SR T
Paket peKerjaan 1 ... s
Lokasi 3
Nilai HPS
Sumber dana : ADD/DD

Taliarn afEparan. .. oesssessanioemsgs

Dengan rincian sebagai berikut :

1. PESERTA
Perusahaan/Pemasok/toko yang telah memasukan penawaran dalam proses
pengadaan dengan cara Lelang sebanyak ........... dan memenuhi
persyaratan untuk dievaluasi, sebagai berikut :
Nama Perusahaan/Pemasok/Toko| Alamat
Toko .
TOM: oivsienmimiiaiiniis
B ] L o
2. EVALUASI

a. Evaluasi Administrasi
Unsur yang dinilai didalam evaluasi administrasi
adalah :Khusus untuk kegiatan pengadaan barang®)
- Ijin Usaha
- NPWP
Khusus untuk kegiatan pengadaan konstruksi *)
- SIUJK
- NPWP
- SBU dan
- Akte pendirian berikut perubahannya



Hasil evaluasi administrasi sebagai berikut :

Nama Perusahaan/Toko Hasil evaluasi
1) TOKO vovveiiieivicccceeee (Lulus, memenuhi
syarat)
2) TOKO tiiiviiviiiiiiiiiiiiiiniininies | resreiiiins s s a e s as
BF TOKO wvconrsiconvmsmmpmvmmmpyssyus i

b. ” Evaluasi Teknis
Unsur yang dinilai didalam evaluasi Teknis adalah :
- Surat penawaran;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Spesifikasi teknis dan
- Jadwal pelaksanaan
pekerjaan Hasil evaluasi teknis

sebagai berikut :

Nama Perusahaan/Toko Hasil
evaluasi
1) TO20 viias sunumsvsimsvisgisvssiansns (contoh, lulus, memenuhi syarat)
2) Toko .

c. Evaluasi Harga
Unsur yang dinilai didalam evaluasi harga adalah :
- Daftar kuantitas dan harga

Hasil evaluasi teknis sebagai berikut :

Harga Terhadap Hasil
Nama penawaran HPS (%) Evaluasi
Perusahaan/Toko terkoreksi Harga
(Rp).
1) Tokomnasiannaie (Lulus)
2) Tako wuwinsminiana (Tidak
lulus)

Dari hasil evaluasi Penawaran Penyedia yang dinyatakan lulusmemenuhi
persyaratan administrasi, teknis dan harga sebanyak
.................................................................. perusahaan/pemasok/toko,
selanjutnya TPK akan mengadakan negosiasi terhadap penyedia yang lulus
tersebut sebelum ditetapkanmenjadi pelaksana pekerjaan.



Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran ini dibuat untuk diketahui dan
dipergunakansebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa..................
Tahun Anggaran ...........



f. Format Berita Acara Hasil Negosiasi;

(Kop Surat TPK)
BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

TR T v R A R
Pada hari ini ......... tanggal ........... Bulan .......... tahun
, kamiselaku Tim Pelaksana Kegiatan Desa  yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Desa.. st OMOMON s o i S s
Tangg............, telahmelaksanakan negosiasi harga untuk :
Kegiatan
Paket pekerjaan
Lokasi S S TS
Penawaran harga dari : Perusahaan /Pemasok/ToKo ........coveriiiannnnnns
Alamat N
Harga Penawaran s BRD: Gaimnnisnibniioie
Terbilang S S B S T B R
Setelah dilakukan negosiasi, harga penawaran sepakat menjadi sebesar : Rp.

____________________ TETBILATIE T ovoimnumvesimeivimmrn s e s e TS e e o
Rincian hasil negosiasi terlampir.

Harga penawaran hasil negosiasi dari perusahaan/toko .............. Ini
merupakan hargapenawaran terendah dan akan ditetapkan sebagai pemenang
untuk melaksanakan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimanamestinya.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)Desa...................

Tahun Anggaran ...........

Sekretans

Anggota




g. Format Penetepan Pemenang

Nomor
Lampiran
Perihal

(Kop Surat TPK)

: Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan ...

Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor
............................ Tanggal , maka dengan ini kami
tetapkan sebagai pemenang Lelang untuk :

Kegiatan e
Paleet Peleriaati T osommpsmvmsmmssssssmnsns sssmssenssns sinssensnsmminirs
Nilai HPS .

Sumber Dana i@ iaineasirrcmieiiik i ie s e

Adalah sebagai berikut :
Nama Perusahaan/Toko
Alamat e T S o BT S
Harga Penawaran = Rpiaiiis (st s )

Selanjutnya untuk proses transaksi akan dituangkan dalam
bentuk Surat Perjanjian antara Kasi/Kaur* ...
Sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan
Pemimpin/pemilik perusahaan/toko *).

iy itempat), Gasstal) s (bulan) (tahun)

An. Tim Pelaksana Kegiatan Desa ........
Tahun Anggaran ..............ocee
Ketua ;



9. Format Surat Perjanjian

SURAT PERJANJIAN
Untuk melaksanakan

Pekerjaan............... S A R S R U s

SURAT PERJANJIANini berikutlampirannya dibuat dan ditandatangani
di Deasa: coisaainaaiaa Kecamatan ............ Kabupaten Belitung
Timur, pada hari..... tanggal............ .
tabt s annanasy ANMATR cucnsaynauasnmaiiiEu Selaku  Kaur/Kasi*
.. Yang bertugas sebagai PelaksanaKegiatan Anggaran, bertindak
untuk dan atas nama Desa .........coocee. Kecamatan ........c.ceeeunns yang
berkedudukan di Jalan ............... selanjutnya disebut “PKA” dan
selaku Pimpinan/Pemilik* Perusahaan/Pemasok/Toko*
yang bcrtlnda.k untuk dan atas nama Perusahaan/Pemasok/Toko*
..., Yyang Dberkedudukan di Jalan .......cocoeciiiiiiiiny,
Belanjutnya disebut “Penyedia”.

PKA dan Penyedia, sesual dengan kewenangannya masing-masing
bersepakat dan menyetujuihal-hal sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Pekerjaan.
Ruang lingkup pekerjaan dari Surat Perjanjian ini adalah (contoh
Pengadaan laptop atau Pengadaan bahan material dan
perlengkapan/peralatan untuk pembangunan jalan desa) dengan
spesifikasi

2. Nilai Pekerjaan.

Total nilai pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam hasil negosiasi adalah sebesar

Pembayaran untuk pekerjaan ini melalui rekening Bank ..........
Cabang Belitung Timur nomor ...................... Atas nama

pimpinan/pemilik*perusahaan/pemasok/toko*............ccoceiiiiiiiiiinnnnn.

3. Hak dan Kewajiban PKA dan Penyedia dinyatakan dalam Surat
Perjanjianini meliputi khususnya :



a. PKA mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1} Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia,

2) Meminta laporan secara berkala mengenai pelaksanaan
pekerjaan yangdilakukan oleh Penyedia,

3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai Surat Perjanjian,

4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Surat Perjanjianyang telah ditetapkan kepada Penyedia.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :

1} Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telahditentukan dalam Surat Perjanjian,

2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari PKA untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat
Perjanjian,

3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara berkala kepada PKA,

4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat
Perjanjian,

5) Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan
secara cermat, akuratdan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan rincian pekerjaan dalam Surat Perjanjian,

6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PKA,

7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telahditetapkan dalam Surat Perjanjian.

4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Masa pelaksanaan pekerjaan mulai berlaku efektif terhitung sejak
tanggal yang ditetapkandalam Surat Perjanjian dan Penyvedia sanggup
me nyeleszuka_n keseluruhan pekerjaan selama st (

...} hari kalender terhitung sejak terbltnya Surat
Peqanjsan sampai deng&n teappal viiiiiiienas ,

5. Tata Cara pembayaran
a. PKA membayar kepada Penyedia sebesar Rp.
RN ) setelah pekerjaan selesai
sesuai ketentuan perjanjian.




b. Pembayaran atas prestasi pekerjaan kepada penyedia sebagaimana
dimaksud pada huruf a diberikan setelah TPK melakukan
pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

c. Penyedia menyerahkan kuitansi untuk dan atas nama PKA setelah
pembayaran dilakukan.

6. Garansi

a. Penyedia memberikan garansi terhadap seluruh barang/bahan yang
diserahkan dengan masa garansi selama ......... [...........) bulan
sejak barang/bahan tersebut diserahkan.

b. Garansi tethadap kerusakan barang/bahan ...... tidak berlaku apabila :
1) Diluar masa garansi
2} Kerusakan diakibatkan oleh :
a) Kesalahan dan /atau kelalaian penggunaan ....... s
b) Penyimpanan yang tidak sesuai dengan ,....
c) Penggunaan suku cadang dan system operasi tidak resmi
d) Suhu atau tekanan luar

7. Ketentuan Keadaan Kahar

a. Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihakdan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian
menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan kahar meliputi:

1) Bencana alam;
2) Bencana Sosial; dan/atau
3) Kebakaran.

b. Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/Jasa
memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK
secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)hari
kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan
salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi
yang berwenang sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan
yang berlaku.

c. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya
keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

d. Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam
perubahan Surat Perjanjian Kerja.



8. Sanksi dan Denda Keterlambatan

a. Sanksi

1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan Sanksi Adinistratif
berupa peringatan fteguran tertulis; Gugatan secara perdata;
dan/atau Pelaporan secara pidana kepada pihak yang
berwenang, jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan
atau tindakan sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

e)

Berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain
yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik
langsung maupun tidak langsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur
yang telahditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/
atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa
lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/
menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan
persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;
Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;

Mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau
tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja.

2) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang
disampaikan PenyediaBarang/Jasa, dikenakan sanksi
pembatalan sebagai calon pemenang.

b. Denda Keterlambatan

Apabila penyedia wanprestasi dikarenakan keterlambatan dalam
menyelesaikan pekerjaan sesuai surat perjanjian, maka kepada
penyedia dikenakan denda untuk setiaphari keterlambatan sebesar
1/1000 (satu perseribu) dari harga.



9. Pemutusan Surat Perjanjian

Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat

Perjanjian Kerja apabila:

a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 14 (empat belas) hari
kalender; dan

b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi
Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang,.

10. Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan antara PKA dan Penyedia dalam
Pengadaan, maka terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui musyawarah untuk mufakat. Jika penyelesaian perselisihan
secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian
perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala
Desa atau dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa
Kontrak Pengadaan atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum
Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PKA dan
Penyedia pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diawal surat
perjanjian dalam rangkap ......,{ ), 2 (dua)

diantaranya bermaterai cukup untuk PKA dan Penyedia.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Kasi .... Penyedia
Desa i Perusahaan/Pemasok/Toko

Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran



10. Format Perubahan/Adendum Surat Perjanjian

ADENDUM SURAT PERJANJIAN
Untuk melaksanakan

Peketjaat o inisias T R e T S S P R SR R T

ADENDUM SURAT PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di Desa

Kecamatan ............ Kabupaten Belitung Timur, pada hari

oo DRI wasnsesosmensnnrsnnnsCEHEIL. revvsessnersennnns
Selaku Kaur," Kas1 virvenen. Yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan
Anggaran, bertindak untuk danatas nama Desa ................. Kecamatan
. yang berkedudukan di Jalan ....... ..Selanjutnya disebut
"PKA” dan R — ..selaku Pimpmaanemﬂlk Perusahaan /Toko
yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan/Toko, yang
berkedudukan di Jalan ............cceeeee...,  selanjutnya  disebut

“Penyedia”.

PKA dan Penyedia secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

1. PKA dan Penyedia sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam

Perjanjian Kerjasama pelaksanaan pekerjaan ............ccooeevinninninnis ,
yang dilaksanakan  berdasarkan  Surat Perjanjian  nomor
,,,,,,,,,,,, tanggali s

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka
1 dan angka 2, makaPKA dan Penyedia sepakat Surat Perjanjian perlu
dilakukan perubahan (adendum)

Selanjutnya PKA dan Penyedia sesuai dengan kewenangannya masing-
masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Adendum ini
dengan ketentuan sebagai berikut :



2. hal-hal yang tidak mengalami perubahan tetap mengacu kepada
Perjanjian Kerjasama nomor ................. RREEAl i
untuk melaksanakan
pekerjaan............... OO T

3. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana
dimaksud pada angka 2dan tidak ditentukan lain dalam addendum ini
tetap berlaku dan mengikat bagi PKA dan Penyedia.

Demikian Adendum Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh
PKA dan Penyedia padahari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diawal
surat perjanjian dalam rangkap ......(......), 2 (dua) diantaranya
bermaterai cukup untuk PARA PIHAK.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Kasi cooocvvviiciannnnnn, Penyedia
B 7 sl e

Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran,

Menyetujui, Kepala Desa

Perusahaan/Pemasok/Toko



11. Format Pengumuman Hasil Pengadaan Melalui Penyedia

(Kop Surat TPK)

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
MNomor 7 didninimimnskaneiimssims

Sehubungan dengan kegiatan pengadaan melalui penyedia yang dibiayai dari
dana............oeeonnn . Tahun anggaran ... Pada: Desa o telah
selesai dilaksanakan. Dengan ini kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan
Pengadaan tersebut sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan A R R S
2. Nama Perusahaan/Toko

3. Nilai Pengadaan sebesar Tl o SN

4

Keluaran/Output A BN BT A N A S Sy

Lokasi

v

. Waktu Penyelesaian
Pekerjaan (tanggal mulai

dan tanggal selesai).
Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana
mestinya
veere (tempat), .......... ftaly ......... (bulan) (tahun)
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK )

2

i Sekretgns

3

Anggota



12. Format Berita Acara Serah Terima
a. Format Berita Acara Serah Terima Melalui Swakelola dari TPK kepada
Kasi/Kaur selaku PKA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN
PENGADAANMELALUI SWAKELOLA

NOINOT & it

Pada hariini ............ tanggal ............. Bulan .............. tahun...., kami selaku
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa ... yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Desa S NOmor ..oooveeviiernnnn
Tanpeal i Tahun Anggaran......... i telah menyelesaikan  100%
(seratus persen) pekerjaan secara swakelola danmenyerahkan seluruh hasil
kegiatan pengadaan kepada Kasi/Kaur *...........coooiiiiiiiinnnns Desa..

dengan baik sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen psrsmpanpengadaan
secara swakelola, selanjutnya Kasi/Kaur * ..Menerima

hasil kegiatan pengadaan pekerjaan yaitu berupa

1. Nama Kegiatan

2. Nilai Pengadaan sebesar LR D
3. Keluaran/Output

{terdiri - dari volume Gan: SATUANY o iemm S s s i A s st

4. Nama TPK

- Ketua

- Sekretaris

- Anggota
5. Lokasi R T e N S r e L ea e
6. Waktu Pelaksanaan S e R B S R

(tanggal mulai dan tanggal selesm].



Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Melalui
Swakelola ini dibuatuntuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Kasi/Kaur ..
(TPK )Desa .

Selaku Pelaksana Keglata.n

Anggaran (PKA)

o ftempat); oo (1721 | EPPRR— (bulan) (tahun)

Yang menyerahkan
Tim Pelaksana Kegiatan

Sekretaris

Anggota



b.Format Berita Acara Serah Terima Melalui Penyedia
1) Format Laporan Pemeriksaan Pengadaan oleh TPK

(Kop Surat TPK)

weenes (Cemmpat), aeiien (tal) i (bulan) (tahun)
Kepada Yth,
Kepala Seksi/Kaur ......coooovviinnnn
DICHEL s smermsmnppssmeps
di-
Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan pengadaan

, olehpenyedia Perusahaan/Toko/Pemasok *)................., beralamat
di ................, dengan ini kamisampaikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan

pengadaan pada hari tanggal ................ BULAEL couavassasansmone £ 1 LE o (LR
Dengan hasil ...... (baik/tidak baik*) sesuai dokumen pengadaan.

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima

kasih.
cesvsievis empat); oo {5 02 | AT (bulan) (tahun)
Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK ) Desa
R
Ketua
2

Sekretaris

Anggota




2) Format Berita Acara Serah Terima dari Penyedia kepada PKA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN
PENGADAANMELALUI PENYEDIA

MOMIOE & s e e e

Pada hari ini ............ tanggal ........ccoceiviennnn bulan .......cocee. tahun.......,
penyedia (pemilik) Toko .................. yang beralamat di..............ccceei s telah
menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan dan menyerahkan hasil
pekerjaan kegiatanpengadaan dengan baik sesuai dengan bukti transaksi/
surat perjanjian Nomor .................. Tanggal ......cooovvirannres * Selanjutnya
Kast/Kaur®, i Desey insiaveninni, menerima hasil pelaksanaan

pekerjaan berupa kegiatan antara lain :

Nama Kegiatan s
Nilai Pengadaan sebesar: Rp. .

Keluaran/Output

(terdiri dari volume dan satuan)
Lokasi
Waktu Penyelesaian
Pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai)..

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan dibuat untuk diketahui
dan dipergunakansebagaimana mestinya.

Kasi/Kaur Penyedia
| BT e i Perusahaan/Pemasok/Toko

Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran



13. Berita Acara Penyerahan dari Kasi/Kaur selaku PKA kepada Kepala Desa selaku
PKPKD

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENGADAAN

NOMOF 1 siisivissssisivssiisusasking

Pada hari ini ............ tanggal ............ Bulan ......cceeee. tahun i, s
Kasi/Kaur*.................. selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)Desa yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa ... Nomor
................... Tanggal .......................Tahun Anggaran ........., menyerahkan
seluruh hasil kegiatanpengadaan berdasarkan DPA tahun anggaran ....... Dengan
baik. Selanjutnya Kepala Desa ...................... Menerima hasil pengadaan
pekerjaan berupa kegiatan antara lain :

Nama Kegiatan B s o R S S SR RSP S S ey

Nilai Pengadaan sebesar 2 53 ¢ PR e B

Keluaran/Output T P
(terdiri dari volume dan satuan)

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan dibuat untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya,

seani v (PETRPHE); suvi s (tgl) ......... (bulan)(tahun)
Yang Menerima, Yang menyerahkan,
Kepala Desa ....ccevvieees. Kasi/Kaur®. . ..
Selaku L
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Selaku  Pelaksana
KegiatanKeuangan Desa (PKPKD) Anggaran
(PKA)
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN
Salinan ai dengan aslinya

KEPA GIAN HUKUM,

A LAH, S.H.
NIP.19710 200604 1 005



